
GUBERNlTR LAMPUNG
 

Menirnbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATLT 

KEDUA 

KEPlITl:S-\.N GlTBER~l'R LAYIPCI\G
 
NOMOR: G/ C0/f B.IX HK ~U 11
 

TENTANG 

PENUNJUKAN BENDAHARA lTf\. n f\.1 Dc\ERAI-I (Bl:D)
 
PROVINSI LAf>IPlTNG TAHU;-'; A:\TGGARA\J ~()11
 

GITBERNUR LAMPllNG. 

bahwa dalam rangka menindak lanjuti Ketentuun pasal 7 d) at (~I Peraturun \ lcnteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun ~()()6 rentanu Pedornan Pcngclolaan KeU~1l1::C~1I1 

Daerah dipandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (RlD I P1\1\ insi 
Lampung Tahun Anggaran ~O 11 dan menetapkanny a dengan Keputusan Gubernur 
Larnpung: 

1.	 Undang-Undang Nornor 3~ Tahun ~(J(J-t lC'nun~ Pel11L'rinLlh~111 Daerah 

sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan L'ndang-I ndang \lll11\1r 

12 Tahun 2008: 
Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun ~U()5 tentang Pengelolaun Keu.mgun 
Daerah: 

3.	 Peraturan Pemeriniah N0I110r 38 Tahun 2007 tentang Pembagiun l ru-an 
Pernerintahan antara Peinerintah. Pemeriniahan Dacrah Prox in:-.i dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenKota: 

-tc	 Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun ~u 1() tentang Standur \[...untan:-.i 
Pernerintahan: 

5.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tuhun ~()(Ih le1ltan~ Pcdorn.m 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana ielah diubah dcnuan Pcruturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2(107: 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung l',,)1110r Tahun 2()1() tentang \nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (l\PBDl PrO\ insi l.ampung TahLlI1 \11~tl<lr~t11 

2011. 

Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daeruh (13l D) Prov ins:
 
Lampung Tahun Angg.iran ~011 sebagai berikut :
 
Nama UZAR ANSORI. SH. \1f>1
 
NIP. IlJS50711 J98UO~ I U(I~
 

Pangkat/golongan Pembina Utal11J Muda (IV C).
 

Jabatan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prox insi l.ampung.
 

Bcndahara UmUI11 Daeral: sebagaimana dimaksud Dik tum Ke"alLi mel11JlLlIl;'ai tuga" 

dan wewenang sebaga: bcrikut : 
a.	 menyusun kebijakan dan pedornan pebk:)::Il1(1::111 cc\nggJran Pendaparan dun 

Belanja Daerah (APBD): 
b. mengesahkan DPA-SKPDT)PPA-SKPD: 
c.	 melakukan pengendalian pelaksanaan .\nggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 

(APBDl: 



d.	 mernberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistern penenrnaan dan pengeluaran 
kas daerah: 

e.	 mernungut, menyetor dan rnelaporkan Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN l. Paiak 
Penghasilan (PPh) pasal 21.22.23 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP): 

f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD): 
g. mcnyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman alas nama 

pemerintah daerah: 
h.	 melaksanakan penernpatan uang daerah dan mengelola/rnenatausahakan investasi 

daerah: 
J.	 melaksanakan sistern akuntansi dan pelaporan keuangan daerah: dan 
J.	 rnenyajikan informasi keuangan daerah. 

KLTIGA	 Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Urnum Daerah menunjuk pejabat eli 
lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum 
Daerah yang ditetapkan dcngan Keputusan Gubernur Lampung. 

K[ EMPAT	 Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnva bertanggung jawab 
dan mclaporkan hasil pelaksanaanny a kepada Gubernur Lampung melalui Sekrctaris 
Daerah. 

KI LIMA	 Hal - hal yang tidak diatur daIaI11 Keputusan ini sepanjang mengenai tcknis 
pelaksanaannya bcrpedoman kcpada Peraturan Menteri Dalam Negeri '\omor I" 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 201] sampai dengan tanggal 
31 Desernber 2011. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pernbetulan sebagaimana mestiny a. 

Ditetapkan eli Telukbetung 
pada tanggal ,~ - / - ,~/I 

GUBERN 

SJACHROE 

len busan . 

I.	 Ketua BPI'. RI di Jakarta: 
Ketua DPRD Provinsi Lampung di Te lukbeturg: 

, lnspekun PrO\ invi l.ampuru; di Bandar Lampung.
 
-I. h.epala Bappcda Prov insi Lampung di Tcluk bciuna:
 

-, Kepala Biro Hukurn Selda Provinsi Lampung eli Telukbetung:
 
(). Kopala BPKP Perwakilan l.ampung di Bandar Lampung:
 

Kepala Kantor Wilayah VI! DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung: 
8. Kepa!a KPPN Bandar Larnpung di Bandar Lampung:
 
q Kepa!a Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar l.ampung:
 
1n Direktur PT Bank l.ampung d i le lukbetung:
 
[I Kepala Saruan Kerja Perangl..u Daerah di Lingkungan Pernerintah Prov insi Lampung:
 
12 Sdr LlZAR ANSORLSI-LMM di Telukbetun,
 



GUBERNUR LAMPUNG
 

Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: GItJ()& IIII.05/HK/2011
 

TENTANG 

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) 
WAY KANAN TAHUN 2011 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Lampung tanggal 04 Januari 2011 perihal Perrnohonan Penerbitan Surat 
Keputusan (SKI Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 
2011. 

a.	 bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam 
pelaksanaan proses produksi dan peningkatan produktivitas, perlu 
dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan; 

b.	 bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut di atas, maka dalam 
menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan dalarn 
pelaksanaannya harns memperhatikan kondisi daerah, kemampuan 
perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL); 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, sesuai Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 
KEP-226/MEN/2000, ditetapkan bahwa Penetapan Upah Minimum 
Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 
ditetapkan oleh Gubernur; 

d.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. 
hurnf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Upah 
Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2011 dengan 
Keputusan Gubernur Lampung; 

I.	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 
Upah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenIKota; 

5.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerj a Dinas Daerah Provinsi Lampung: 



Memperhatikan 1.	 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER­
01/MENIl999 tentang Upah Minimum; 

2.	 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP­
226IMENI2000 tentang Perubahan Pasal L Pasal 3. Pasal 4. Pasal 8. 
Pasal It, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor PER-OIIMEN/1999 tentang Upah Minimum; 

3.	 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Menl 
VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 
Kebutuhan Hidup Layak (KHL); 

4.	 Keputusan Gubemur Larnpung Nomor: G/682/IIL05fHKl201O tanggal 
29 Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Lampung Tahun 2011 ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU	 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan Tahun 2011. 

KEDUA	 Besamya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Way Kanan adalah sebesar 
Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enarn ribu rupiah) perbulan. 

KETIGA	 Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Way Kanan yang telah 
memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk 
mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud. 

KEEMPAT	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tangga 4 - /_ 2011 

GUBE 

Tembusan : 
~. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
"l Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta: 
:l. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung: 
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung: 
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung: 
7. Kepala Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) Lampung I di Bandar Lampung: 
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
]O. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
II. Ketua Organisasi Serikat PekerjaIBuruh se-Provinsi Lampung;
 
]2.Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
 


